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TENTANG
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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

K 1

bahwa dalam rangka mengembangkan Universitas
Lambung Mangkurat melalui Kerja Sama dengan
Mitra Kerja, maka perlu adanya pengaturan Kerja
Sama secara terpadu di lingkungan Universitas
Lambung Mangkurat;

bahwa sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-
bentuk Kerja Sama serta memperlancar pemberian
informasi kepada berbagai kalangan baik pemerintah
maupun swasta tentang pelaksanaan Kerja Sama
antara pihak Universitas Lambung Mangkurat dengan
mitra kerja dari pihak luar Universitas Lambung
Mangkurat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Rektor tentang  Tata
Pengelolaan Kerja Sama Terpadu di Lingkungan

Universitas Lambung Mangkurat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang
Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 253);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2078) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung
Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 474);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta
Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Lambung
Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan
Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-
2022;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.05/
2022 tentang Penetapan Universitas Lambung
Mangkurat pada Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG

MANGKURAT TENTANG TATA PENGELOLAAN KERJA
SAMA TERPADU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya
disingkat ULM adalah perguruan tinggi negeri yang
menyelenggarakan program pendidikan akademik dan
dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi
dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi;

Rektor adalah Rektor ULM;

Inisiator kegiatan Kerja Sama adalah perorangan,
kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium,
jurusan, fakultas, lembaga atau ULM sendiri sebagai
institusi yang mengawali kegiatan Kerja Sama dan
memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan
baik Kerja Sama yang dilakukan dengan mitra kerja.
Kerja Sama adalah suatu kegiatan antara pihak ULM
dengan mitra kerja, dengan asas saling memberi
manfaat.

Pihak ULM adalah perorangan, kelompok, program
studi, unit kerja, jurusan, lembaga, pascasarjana,
fakultas, atau ULM sendiri sebagai institusi.

Mitra kerja adalah pihak luar ULM yang bersifat
perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau
institusi.

Naskah perjanjian Kerja Sama adalah naskah Kerja
Sama yang membahas perlunya dilakukan Kerja Sama
antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan
minat untuk melakukan Kerja Sama da.am bidang-

bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
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Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) yang
selanjutnya disingkat MoA/Perjanjian Kerja Sama yang
selanjutnya  disingkat  (PKS), adalah  bentuk
kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan
yang disetujui oleh pihak-pihak yang
menyelenggarakan Kerja Sama di bidang-bidang yang

disepakati bersama.
PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak.
KAK adalah Kerangka Acuan Kerja.

BAB II
AZAS, RUANG LINGKUP, DAN MITRA KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Azas Kerja Sama

Pasal 2

Asas Kerja Sama meliputi kemitraan, kesetaraan,

kebersamaan dan transparansi akuntabilitas serta asas

konservasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 3

Ruang lingkup Kerja Sama terdiri atas Kerja Sama

Akademik dan Kerja Sama Non Akademik.

(1) Kerja Sama Akademik, terdiri dari:

1.

SIS

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;

penjaminan mutu internal;

program kembaran (twinning program);

gelar bersama (joint degree),

gelar ganda (double degree),

pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit
(credit transfer program),

penugasan dosen senior sebagai pembina pada

perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan

(program detasering),
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pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (staff and
student exchange);

pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource
sharing);

penerbitan berkala ilmiah (joint publication);
pemagangan (intermship);

penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar),
layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang
berasal dari dunia usaha;

pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
penyelenggaraan kerja sama di bidang bantuan
hukum;

penyelenggaraan kerja sama di bidang pemberian
pelayanan Kesehatan dan Kedokteran. konsultasi
Psikologi dan assessment; dan/atau

bentuk lain yang dianggap perlu.

(2) Kerja Sama Non Akademik, terdiri dari:

1.

oS @

penyelenggaraan Kerja Sama di bidang manajemen/

Kerja Sama Manajemen (KSM);

. penyelenggaraan Kerja Sama di bidang pengembangan

dan pemanfaatan sarana dan prasarana (BMN)/Kerja
Sama Operasional (KSO);

pengembangan sumberdaya manusia;

pengurangan tarif;

koordinator kegiatan;

pemberdayaan masyarakat; dan/atau

bentuk Kerja Sama komersial lain.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Mitra Kerja Sama

Pasal 4

Mitra Kerja Sama terdiri atas:

a.

lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun

daerah;

lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari

dalam negeri atau luar negeri;
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c. dunia wusaha/industri/perusahaan nasional atau
internasional;

d. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau
penelitian;

e. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan
pendidikan;

f. alumni;

g. organisasi nonpemerintah baik nasional maupun

internasional; dan

h. pihak lain yang belum dituangkan dalam pasal ini.

Paragraf 2

Kualifikasi dan Persyaratan Mitra Kerja Sama

Pasal 5

Pihak yang akan bekerja sama harus memenuhi kualifikasi

serta persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki potensi yang dapat mendukung
pengembangan ULM,

b. memiliki komitmen untuk menerapkan  asas
kebersamaan dan saling memberi manfaat;

c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola,
dan sarana/fasilitas pendukung Kerja Sama, sesuai
dengan keperluan,;

d. melaksanakan program Kerja Sama yang selaras
dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum
yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, sosial, hukum dan budaya
sesuai dengan rencana strategis ULM;

e. memberikan informasi yang jelas tentang dana

pembiayaan kegiatan.

BAB III
KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 6

(1) Naskah perjanjian kerja sama dapat berupa MoU; atau
(2) Perjanjian Kerja Sama (MoA).




(1)

(2)

Pasal 7

Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana

dimaksud pada pasal 6 ayat (1) paling sedikit

memuat:

a nomor MoU;

b. tempat penandatanganan MoU;

¢ waktu penandatanganan MoU;

d. identitas para pihak yang membuat MoU;,

e identitas nama organisasi yang melakukan MoU;

f.  dasar pengangkatan jabatan para pihak (opsional,
sebaiknya dicantumkan kalau ada);

g. tujuan MoU;

h. ruang lingkup MoU;

i pelaksanaan MoU;

] jangka waktu MoU;

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama kegiatan Kerja Sama,

b. nomor perjanjian Kerja Sama;

C tempat penandatanganan Kerja Sama;

d. waktu penandatanganan Kerja Sama;

e identitas para pihak yang memuat Kerja Sama;

f. identitas nama organisasi yang mela<ukan Kerja
Sama;

g. dasar pengangkatan jabatan para pihak (opsional,
sebaiknya dicantumkan kalau ada);

h. tujuan Kerja Sama;

i. ruang lingkup Kerja Sama,;

jangka waktu Kerja Sama,

p

pembiayaan (pihak yang membiayai dan nilai
nominal kontrak Kerja Sama (bila ada);

Pelaksanaan kegiatan kerja sama,

—

penyelesaian perselisihan;
pemberitahuan dan alamat korespondensi;

lain-lain

e P B

penutup
Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian Kerja
Sama adalah pihak asing, perjanjian Kerja Sama harus

dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
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(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV
PROSEDUR PERENCANAAN KERJA SAMA
Pasal 8

Rencana Kerja Sama yang dilakukan oleh perorangan,
kelompok atau unit kerja di lingkungan ULM harus
dipayungi dengan MoU terlebih dahulu.

Rencana Kerja Sama dibuat oleh pengusul untuk
disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.
Penandatanganan PKS dapat dilaksanakan secara

langsung atau tidak langsung (desk to desk).

Pasal 9

Naskah Perjanjian Perjanjian Kerja Sama (MoA)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU
yang ditandatangani oleh para pihak yang bekerja
sama.

MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra
kerja.

Setiap Kerja Sama berlaku selama masa yang disetujui
bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung
mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian Kerja

Sama.

Pasal 10

Penandatanganan nota perjanjian Kerja Sama baru
dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan
tentang materi MoU dan/atau MoA.

Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat
pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan
oleh pejabat pengelola atas persetujuan kedua belah

pihak.
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(3)

BAB V

PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Unit Pengelola Kerja Sama

Paragraf 1
Penanggung Jawab

Pasal 11

Penanggung jawab Kerja Sama terdiri atas:

a.
b.

Rektor;

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama
dan Hubungan Masyarakat untuk Kerja Sama
Akademik, dan

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk

Kerja Sama Non Akademik;

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a.

Memberikan dan melakukan persetujuan atas
MoU dan/atau Kerja Sama dengan pihak mitra;
menandatangani MoU dan/atau MoA yang telah
disepakati Bersama;

melimpahkan kegiatan Kerja Sama kepada
fakultas, pascasarjana, lembaga, dan UPT;
melindungi hak profesional bagi pelaksana

kegiatan Kerja Sama.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan

Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, memiliki wewenang den tanggung

jawab sebagai berikut:

a.

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi,
dan integrasi kegiatan kerja sama bidang
akademik dalam lingkungan ULM dan instansi
lain;

memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan
Kerja Sama bidang akademik yang diusulkan oleh
fakultas, pascasarjana, lembaga, UPT dan unit

kerja lainnya di lingkungan ULM;
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c. merencanakan, mengembangkan, dan
melaksanakan penjajakan kegiatan Kerja Sama
bidang akademik dengan pihak mitra;

d. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam
rancangan nota kesepahaman dan/atau nota
kesepakatan;

e. mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan
arsip Kerja Sama bidang Akademik;

f.  mengawasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama
bidang akademik sesuai kontrak  yang
ditandatangani;

g. menyampaikan laporan seluruh Kerja Sama
bidang akademik dalam setiap tahun kegiatan.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a. Melakukan koordinasi sinkronisasi, harmonisasi,
dan integrasi kegiatan kerja sama bidang non
akademik dalam lingkungan ULM dan instansi
lain;

b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan
Kerja Sama bidang non akademik yang diusulkan
oleh fakultas, pascasarjana, lembaga, UPT dan
unit kerja lainnya baik swasta ~maupun
pemerintah;

c. merencanakan, mengembangkan, dan
melaksanakan penjajakan kegiatan Kerja Sama
bidang non akademik dengan pihak m:tra;

d. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam
rancangan nota kesepahaman dan/atau nota
kesepakatan;

e. mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan
arsip Kerja Sama Non Akademik;

f.  mengawasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama
bidang non akademik sesuai kontrak yang

ditandatangani;
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(2)

(1)

(2)
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g. menyampaikan laporan seluruh Kerja Sama
bidang non akademik dalam setiap tahun

kegiatan.

Paragraf 2

Pengadministrasi Kerja Sama
Pasal 12

Unit kerja yang diberi kewenangan  untuk

mengadministrasikan seluruh kegiatan Kerja Sama

antara ULM dan mitra kerja adalah Bagian Kerja Sama

dan Hubungan Masyarakat Biro Perencanaan, Kerja

Sama dan Hubungan Masyarakat ULM.

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Biro

Perencanaan, Kerja Sama dan Humas (BPKH) ULM

memiliki wewenang dan tanggung jawab:

a. Mengadministrasikan seluruh kegiatan Kerja
Sama;

b. Melakukan register untuk persetujuan pencairan
kegiatan Kerja Sama yang bernominal;

c. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan
acara penandatanganan MoU dan/atau MoA,

d. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi
dan administrasi pelaksanaan Kerja Sama; dan

e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

administrasi pelaksanaan Kerja Sama.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja Sama

Paragraf 1

Prosedur Penetapan Pelaksana Kerja Sama
Pasal 13

Rektor atau Pimpinan Unit Kerja menetapkan seorang
pegawai/tim sebagai pelaksana Kerja Sama sesuai
dengan kesepakatan para pihak yang bekerja sama
dengan menerbitkan Surat Keputusan.

Penetapan pelaksanaan kerja sama didasarkan pada

usulan inisiator kegiatan Kerja Sama.
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Pegawai/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan

administratif kepada Pengusul.

Pasal 14

Pelaksanaan Kerja Sama dikoordinasikan oleh
pelaksana dengan Rektor atau Pimpinan Unit Kerja
pengusul kegiatan Kerja Sama.

Pelaksana Kerja Sama sebagaimana tersebut pada ayat
(1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan
dengan baik kegiatan Kerja Sama sebagaimana
tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanan

Kerja Sama.

BAB VI
PRINSIP DAN PROSEDUR KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 15

Pelaksanaan Kerja Sama berpedoman pada prinsip:

o
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kejelasan tujuan;

ketercapaian hasil;

saling menghormati;

saling menguntungkan;

profesional;

pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan
berkepentingan secara proaktif;

pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara internal dan eksternal;

keterbukaaan;

pelaksanaan yang berkala dan/atau berkelanjutan,;
berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan

kelembagaan.
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Bagian Kedua

Prosedur Kerja Sama

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Prosedur Kerja Sama meliputi:

(1).

(2).

(3).

penjajakan Kerja Sama,

tata kelola perjanjian Kerja Sama,

penandatanganan perjanjian Kerja Sama;

pelaksanaan perjanjian Kerja Sama,

permintaan pencairan pelaksanaan Kerja Sama (yang
bernilai nominal);

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama,;
pemutusan perjanjian Kerja Sama; dan

pengembangan program.

Paragraf 2
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan awal suatu Kerja Sama
dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra
kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi
Universitas Lambung Mangkurat.

Penjajakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi tahap Analisis dan Penilaian terhadap
Calon Mitra Kerja Sama dan negosiasi.

Penjajakan Kerja Sama dapat dilakukan oleh
perorangan, kelompok atau unit lainnya (UPKH) atas
nama Universitas / Fakultas / Program Pascasarjana /
Lembaga/UPT/ Jurusan/Program Studi/ Lzboratorium.
Prosedur  penjajakan  yang  dilakukan harus
sepengetahuan/seizin minimal Rektor, Dekan, Direktur
Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT/UPA, Ketua
Jurusan/Koordinator Program Studi yang selanjutnya
wajib dilaporkan secara tertulis sebagai sukti untuk

dipelajari lebih lanjut.
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Rencana Kerja Sama yang dinilai layak untuk
dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat
terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-
pihak pelaksana teknis.

Pasal 18
Analisis dan penilaian terhadap calon mitra Kerja
Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian Kerja
Sama.
Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
kejelasan status hukum;
track record/kualifikasi yang baik;
nilai strategis;
dukungan manajemen yang handal;
itikad baik;
kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat;

kompatibilitas dalam aspek budaya calon mitra;

5@ ™0 a0 o

ketersediaan sumber daya dari calon mitra;

komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling

—e

percaya;

j.  kesediaan menanggung risiko sebagai akibat
hukum dari perjanjian Kerja Sama;

k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi
informasi;

1.  nilai sinergi yang dapat dibangun dari Kerja Sama;
dan

m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang

digunakan untuk pelaksanaan Kerja Sama.

Paragraf 3

Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama

Pasal 19
Tata kelola perjanjian Kerja Sama adalan rangkaian
lanjutan setelah ada kesepakatan lisan untuk
melakukan Kerja Sama, yang diawali dengan
penyusunan naskah MoU dan/atau MoA sampai

dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU

dan/atau MoA.
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Tata cara pengelolaan perjanjian Kerja Sama sebagai
berikut:

a.

substansi isi MoU dan/atau MoA harus
dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah
pihak.
butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di
dalam naskah MoU dan/atau MoA;
naskah MoU dan/atau MoA dikonsultasikan
dengan pimpinan unit kerja masing-masing sesuai
kewenangannya,
naskah MoU yang telah diperiksa kemudian
dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit
kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kembali
kepada pimpinan unit kerja untuk dipelajari ulang
substansi MoU dan/atau isi MoA, dengan
ketentuan:

1. jika ada koreksi, segera diperbaiki;

2. jika disetujui, segera proses penanda
tanganan;

3. jika dibutuhkan pencermatan, akan dibentuk
tim khusus.

naskah yang sudah disepakati bersama oleh para

pihak, selanjutnya diberikan nomor perjanjian

kerja, yang dikelola melalui 1 (satu) pintu, di Biro

Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja mengajukan permintaan
nomor perjanjian Kerja Sama kepada Rektor
melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerja Sama dan Humas, dengan
menggunakan aplikasi,

2. Dalam mengajukan permohonan nomor PKS,
pengusul wajib mengisi data sesuai yang
terdapat pada aplikasi;

3. Permohonan yang telah diusulkan akan
ternotifikasi melalui email kepada operator

aplikasi BPKH;



(1).

2).

(3).
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4. Operator aplikasi BPKH melakukan verifikasi
atas usul yang diajukan, apabila lengkap
langsung disetujui, apabila belum akan
dikembalikan untuk dilengkapi can diusulkan
kembali;

5. Permohonan yang telah disetujui, akan
diberikan nomor PKS melalui menu nomor
PKS dan akan ternotifikasi melalui email
pengusul;

6. Nomor PKS yang telah diperoleh,
dipergunakan untuk melengkapi data PKS;

7. Perjanjian Kerja Sama yang telah di
tandatangani wajib di upload dalam bentuk

file pdf pada aplikasi.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 20

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama merupakan

rangkaian pengesahan Kerja Sama yang dapat

dilaksanakan secara langsung dalam satu
upacara/ceremony atau melalui desk to desk oleh
kedua belah pihak.

Pejabat penandatangan Perjanjian Kerja Sama

sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Naskah Perjanjian Kerja Sama wajib diparaf oleh:

a. tingkat universitas, minimal oleh Wakil Rektor
Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas
untuk Kerja Sama Akademik dan oleh Wakil
Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk Kerja
Sama Non Akademik;

b. tingkat fakultas, minimal oleh Wakil Dekan yang
membidangi substansi Kerja Sama;

c. tingkat Pascasarjana, minimal oleh Wakil Direktur
yang membidangi substansi Kerja Sama,;

d. tingkat lembaga, minimal oleh sekretaris lembaga;

e. tingkat UPT, minimal oleh pegawai yang
menangani bidang administrasi;

f.  tingkat unit satker lainnya, minimal oleh ketua;
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Paragraf 4

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 21

(1). Pelaksanaan Kerja Sama merupakan rangkaian
kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan
naskah MoU dan/atau MoA.

(2). Untuk mendukung ketercapaian kegiatan Kerja Sama,
perlu dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan
Kerja Sama;

(3). Untuk kelancaran pelaksanaan Kerja Sama sesuai
dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk seorang
penanggung jawab yang bertugas untuk memastikan
Kerja Sama di tindaklanjuti dan melapcrkan secara

berkala kepada pimpinan perkembangan pelaksanaan

Kerja Sama.

Paragraf 5

Pencairan Dana Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 22

Permintaan Pencairan Dana Pelaksanaan Kerja Sama atau

register adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

menarik dana Kerja Sama sesuai dengan pengelolaan
keuangan PNBP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan Unit Kerja mengajukan pencairan melalui
aplikasi, dengan mengupload file pdf berupa:

1) Surat permohonan pencairan (register;;

2) Bukti setoran pihak mitra Kerja Sama melalui
rekening yang ditentukan khusus untuk itu;

3) PKS yang telah ditanda tangani kedua belah
pihak;

b. Permintaan pencairan (register) akan ternotifikasi
melalui email kepada operator aplikasi pada BPKH
yang selanjutnya akan melakukan  verifikasi
kesesuaian dengan persyaratan,

c. Permohonan yang disetujui akan ternotifikasi kepada
pemohon, dan selanjutnya dapat dilakukan pencairan

pada Bagian Keuangan universitas.
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Paragraf 6

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 23
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja
Sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Kerja Sama dilaksanakan oleh Bagian Kerja Sama
dan Hubungan Masyarakat serta unit lain yang
relevan di Universitas Lambung Mangkurat dan
mitra kerja;

b. Setiap pelaksanaan Kerja Sama wajib
dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan
evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi
akhir program yang berupa laporan tertulis;

c. monitoring dilakukan untuk menjamin agar
tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan
baik dan mencapai tujuan yang diharzpkan;

d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan
Kerja Sama, Rektor, bila dianggap perlu dan atas
persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk
seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja
untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
Kerja Sama ke tempat pelaksanaan kegiatan Kerja
Sama;

e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang
dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai
dengan perencanaan kegiatan Kerja Sama dan
disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta
pihak yang bekerja sama,;

f.  Tim monitoring terdiri atas orang yang
ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan
seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi,

g. monitoring dilakukan dengan merujuk kepada
faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan
pekerjaan;

h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi
dilakukan secara tertulis diserahkan kepada

Rektor dengan tembusan kepada



2).
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penanggungjawab pelaksana Kerja Sama
selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan
peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;

i. hasil monitoring dijadikan bahan  untuk
mengevaluasi kegiatan Kerja Sama dapat terus
dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan
lain;

j.  evaluasi hasil kegiatan Kerja Sama dilakukan oleh
tim evaluasi yang terdiri atas universitas, mitra
kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang
memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang
disetujui secara bersama;

k. setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi,
paling lama 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan
Kerja Sama maka nota Kerja Sama ditinjau
kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;

1. kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama merujuk kepada ketentuan yang telah
dibuat secara bersama.

Kerja Sama yang telah berakhir wajib dilakukan survei

kepuasan.

. Survei kepuasan sebagaimana ayat (2) di atas,

dilakukan secara online melalui link yang akan

disediakan.

Pasal 24
Pelaksanaan Kerja Sama wajib dilaporkan secara
periodik dan tertulis oleh penanggung jawab pelaksana
kepada pimpinan unit kerja.
Materi pelaporan pelaksanan Kerja Sama sekurang-
kurangnya memuat informasi mengenai:

a. nama program Kerja Sama;

b. rasional dilaksanakannya Kerja Sama:

c. tujuan/sasaran Kerja Sama;

d. bidang dan cakupan kegiatan;

e. bentuk/jenis kegiatan,

f.  jangka waktu kegiatan;

g. institusi dan unit kerja yang terlibat;

h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber

daya manusia dan non manusia;
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i.  hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan
Kerja Sama;

j.  manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi
kegiatan Kerja Sama; dan

k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

Pasal 25

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa

berlakunya suatu Kerja Sama yang tidak diperpanjang lagi,

pimpinan satuan unit kerja wajib melaporkan hasil akhir

kegiatan Kerja Sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor

Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas.

(1).

2).

(1).

(1).

Pasal 26

Pelaksanaan Kerja Sama dapat diperpanjang
berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
a. laporan kegiatan program,
b. kesepakatan antara pihak dari ULM dengan pihak

mitra kerja.
Lama perpanjangan Kerja Sama  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar
kesepakatan dari pihak ULM dengan mitra kerja.

Paragraf 7

Pemutusan Hubungan Kerja Sama

Pasal 27
Kegiatan Kerja Sama dapat dihentikan oleh salah satu
pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat
diperbaiki.
Pemutusan Kerja Sama dilakukan setelah kedua belah
pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat

menemukan kata sepakat.

Paragraf 8

Pengembangan Program

Pasal 28
Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Kerja Sama
dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat

dilakukan diskusi tentang kemungkinan perencanaan




(1).

(2).

(3).

(5).

(1).

(2)-
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baru vyang bertujuan mendukung keberlanjutan

kegiatan Kerja Sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pertimbangan untuk mengembangkan  program

didasarkan pada:

a. identifikasi hal baru yang muncul selama
kegiatan Kerja Sama berlangsung;

b. analisis kemungkinan perencanaan Kerja Sama
untuk periode-periode mendatang; dan

c. analisis keuntungan Tridharma kelembagaan

dalam pencapaian visi universitas.

Bagian Ketiga

Biaya Kelembagaan

Pasal 29
Sumber biaya Kerja Sama dapat berasal dari masing-
masing pihak atau dari salah satu pihak mitra Kerja
Sama sesuai dengan yang di sepakati oleh pihak-pihak
yang bekerja sama dengan menyebutkan nilai nominal
dana Kerja Sama.
Kerja Sama yang dananya berasal dari mitra Kerja,
dikenakan biaya kelembagaan (institutional fee) yang
akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.
Biaya kelembagaan dalam rangka Kerja Sama
sebagaimana dimaksud ayat (2) diperhitungkan dari
keseluruhan nilai kontrak Kerja Sama.
Penyetoran biaya Kerja Sama dilakukan melalui
rekening yang telah ditetapkan oleh universitas.
Pengelolaan dana Kerja Sama dilakukan dengan

mekanisme pengelolaan dana PNBP.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa

Pasal 30
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan
pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
Kerja Sama, antara pihak-pihak yang bekerja sama,
penyelesaian perselisihan dilakukan secara

musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak

dapat dicapai, pimpinan unit kerja dapat mengakhiri




(4).

(2).

(3)-

(4)-

(1).

(2).

3).
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Kerja Sama secara sepihak.

Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak
dapat dicapai, para pihak yang berkepentingan dapat
menunjuk pihak ketiga dalam hal ini Badan Arbitrase
dan/atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang
disepakati untuk menyelesaikan perselisihan.

Keputusan pihak ketiga bersifat final.

BAB VII
SANKSI

Pasal 31

Pihak yang dinyatakan wanprestas: terhadap
kesepakatan perjanjian dikenai sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. membayar ganti rugi;

b. pembatalan perjanjian;

c. membayar biaya perkara;

d. hal lain sesuai kesepakatan para pihak.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
kepada pihak yang dinyatakan wanprestasi sesuai

kesepakatan para pihak.
Kerja ~Sama yang mengatasnamakan Institusi

Universitas Lambung  Mangkurat tetapi tidak
dilaporkan ke universitas dianggap tidak sah dan dapat

dituntut secara hukum.

BAB VIII
REWARD DAN PUNISHMENT
Pasal 32

Bagi program studi yang melakukan lebih dari 5 (lima)
kerja sama selama 1 (satu) tahun, aken diberikan
reward (penghargaan) dari universitas.

Bagi unit kerja yang mendapat mitra kerja sama luar
negeri akan diberikan reward (penghargaan) dari
universitas.

Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib memenuhi Kriteria sebagai berikut:

a. perusahaan multinasional;



(4).

(5).

(8).
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&

. perusahaan nasional berstandar tinggi;

. perusahaan teknologi global;

[o el

. perusahaan rintisan (startup company) teknologi,

D

. organisasi nirlaba kelas dunia;

=n

institusi/organisasi multilateral,

g. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);

h. instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;

i. rumah sakit;

j. UMKM, atau

k. lembaga riset pemerintah, swasta nasional maupun
internasional.

Bagi perorangan yang dapat menjalin kerja sama

dengan mitra dengan nilai nominal minimal 1 milyard

rupiah, akan mendapat penghargaan.

Bagi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan unit

satker lainnya yang tidak memperoleh Kerja Sama

minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun, akan mendapat

punishment berupa teguran dan/atau pembinaan dari

universitas.

Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) tahun sebagaimana

ayat (1) di atas adalah satu tahun kalender.

Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama yang tidak sesuai

dengan Peraturan Rektor ini akan diberikan sanksi dan

akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan

Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Tata

Pengelolaan Kerja Sama Terpadu di Lingkungan Universitas

Lambung Mangkurat yang pernah ada cicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juli 2C22




Lampiran 1: Format Mol
NOTA KESEPAHAMAN

. ANTARA
v i T
s "\\ g . o E AnmananmaARROARTAED - \\
/ \ DENGAN /" \
LOGO . e : LOGO }
PIHAK | L PIHAK U
\ J / l\ ,/'}
»_\\—4//)./ I l .. \\\\,.., L "

Nomnor 2
bertempat  di.........

Pada hari i ... Tanggal ... Bulan ... Tahun
kami yang bertanda tangan di bawah int -

diwakili oleh ....... selakn ..., berdasarkan Keputusan

_ Nomor: ....ianggal ..., dengan demikian sah
mewakili dan bertindak untuk dan ztas nama ...
herkedudukan di ......... selanjuinya disebut PIHAT

KESATU;

L. cisonimvoansnnns I

| PR s e bR diwakili oleh ... .. selakn ..., yang diangkat
herdasarkan Keputusan ..., dengan demikian sah
mewakili dan bertindak untuk dan atas nama

herkedudukan di ... selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA;

Selanjutnya PTHAK KESATU dan PTHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
sepakat wntuk mengadakan Nofa Kesepahaman dengan ketentman sehagai berikut:

Pasal 1
THUIUAN
Pasal 2
RUANG LINGKUFP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:
a. @ 35

1{

(-§., Ké,giatan iain yang disepakati oleh PARA PIHAIKK,

‘___,__.,

T Pihak T Pibak
t Kesaty Keduo



Pasal 3
PELAKSANAAN

ammnan SN e eBsENNNesNA0NrAN0S0080000e0ADRN0ds0RNENRRSAARCNONENABNREANSIARNINEO 00BN ANRGANONAGRONAONARRRARRASN

B asENBeDTeAS0N0NBAABNReRNARCR008NeE0EAs0s600EAAR00NNENNR00CENNNATANRAA0NALNONs ONOSRRA

Pasal 4
JANGKA WAKTT

camaseventeadessosA0ARenaREasNsNOARAASAENERCRNOOR AN RACENAANEACNOOANRCASRO0NN

e r e T T T P PR T PR L EE LT ELELEEL LES S AL AL AL AL R LA

Pasal 5
PENUTUP

emesrARRasEASE RN ARDAENSNaNeEARANARNABABRORRARFEIESRARaSANARECOARCRRNARRAREROAAANT anmaannannan Aamana nn

seenaRAmasEscRnaOANAEANARARREARDAD AnAncaAccBaABRAAROAERARANANS

sssmsennmasmanAnananOn mamnnnn

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi meterai cukup dengan memiliki
keknatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PTHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh

PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,
MNama Jabatan,

Nama Jabatan,

Meterai, tanda fangan, dan

Meterai, tanda tangan, dan
cap jabatzn

cap jabatan

NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT




Lampiran 2: Format PRS

NOTA PERIANITAN

KERJA SAMA

o ANTARA
/ N DENGAN /
[ 1oco 1o6o
\ PIHAKI PIHAKIE  /
N\ / \, '.-*"'
B ’\W//" Nomeor.: Mo

Nomer

Pada hari i ... Tanggal ... Bulan ... Tabun ... hertempat

di......... kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

diwakili oleh ....... selaku ..., berdasarkan Keputusan ...

| F
Nomor: ... tanggal .., dengan demikian sah mewakili dan
hertindak wntuk dan atas nama ... .. , berkedudukan di
__ selanjutnya disebut PIHAK KESATU3
| PR — diwakili oleh .. .. selaku ..... yang diangkat berdasarkan

Keputusan ..., dengan demikian sah mewakili dan
bertindak wuntuk dan atas nama ... berkedudukan i
. selanjutnya disebut PTHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutiya disebut PARA PIHAK terlebih dahuiu
menerangkan bahwa PARA PIHAK masing-masing mempunyai batas kewenangan dan
kemampuan serta dengan tidak mengurang kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat unfuk
saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama herdasarkan asas i<tikad baik, saling
membantu, menghormati dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujnan

Pasal 2
Ruang Lingknp

Ruang lingkup Kerja Sama antara fain:

a.
b .
c. dst
Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama
| S
3. dst
T Pamaf
T Dibak Ptk

| Kesatu ‘ Kedie:




Pasal 4

Pembiayaan
2. Dst....
Pasal 5
Jangka Wakin
1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... ..., terhifung sejak tanggal ..... sampai dengan ianggal

Naskah Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang afau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA

PIHAIK.
7 PARA PIHAK melakokan konsuliasi atas rancangan perpanjangan Keria Sama vang dilakukan

secara tertulis paling lambat 1 (satw) bulan sebelum tanggal berakhirnya

Pasal 6
Keadaan Memaksa ataw Force Majenre

i Dalam hal PARA PTHAK tidak dapat memenuhi kewa_jjhan-kewajjh:m yang tercantinm
dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang discbabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di hsar
kemampuan PARA PIHAK fetapi fidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana
alam, sabotase, pemogokan, huru-hara perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneier,
dan regulasi Pemeriniah, maka segala kelambatan afau kegagalan fidak dianggap sebagai
kesalahan PARA PIHAK sehingga PIHAK vang tidak atan terlambat memenuhi
kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;

2. Peristiwa-peristiwa sebagaiimana dimaksud ayat 1 haros diberitahukan secara teriulis oleh

PIHAK vang fidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PTHAK lain selambat-lambatiya

7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud,

% Rilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum

ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahvan, maka adanya peristiwa

gap felah disetujui oleh PIHAK tersebut;

sebagaimana dimaksud ayat 1 diangg
4 Force majeure sehagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian keta

Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian
Kerja Sama sebagaimana mestinya.

atan tidak

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Tetapi jika
aian secara musyawarah unfuk mufakat tidak dapat dicapai. maka PARA PTHAR

penveles
an melalni mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujm

sepakat untuk memilib penyelesai
olch PARA PIHAK.

Pasal &
Pemhberitahuan dan Korespondensi

i Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang herhubungan dengan Perianjian Kerja Sama
ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung afzu melalui pos fercaiat,

pos elekironik dan cara-cara Jain vang memungkinkan.
> Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunik
dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

asi guna keperluan schagaimana

Pilwsk Pilrcvl
Kesoi Kedna

A

|
|
I

J




w3

Nota Kesepak
upava melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing den

Diemikian Nota Kesepaham
helah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuaf

PIHAK

KESATU
Telepon
F-mail
PIHAK
KEDUA
Telepon
Fmail

Pasal 9
Kefemfian Lain

PARA PIHAK sepakat bahwa selurub doknmen yang bernpa suraf menyurat baik tertmlis maupun
digital dan elektronik yang telah dipindai mermpakan satu kesatnan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjaniian Keria Sama ini tidak dapat dhalihkan
kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK:

Perjanjian Kerja Sama ini fidak membatasi PARA PIMAK nntuk melaksanakan perjanjian sejenis
dengan pihak lainnya,

Fial-hal yang behnm cukup di
Kerja Sama ini akan dituangkan d
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

atnr dan/atan apabila ferdapat pernbahan suastansi dalam Perjaniian
alam addendum berdasarkan kesepakaian PARA PIHAK vang

Pasal 10
Penmntup

atan ini didasarkan iktikad baik oleh PARA PTHAK untuk saling membantu dalam

gan sebaik-baiknya.

an ini dibuat dalam rangkap 2 bermeterai cuknp, yang ditandatangani kedua
an hukum vang sama dan malai berlakn sejak tanggal

ditandatangani.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

N



Lampiran 3: Format Berita Acara Penjajakan Kerja Sama

BERITA ACARA
NO: sssssnnssees
Pada hariini ... ... . tanggal ..... bulan..... tahun...... yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama t S e § 8 54 R e
Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama
Jabatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini  menerangkan

bahwa :
Pada tanggal ....... bulan...... tahun....., pihak pertama atas nama Universitas Lambung

Mangkurat telah melakukan pertemuan dengan pihak kedua, dengan hasil pertemuan yang
telah disepakati sebagai berikut:
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya

Pihak Kesatu Pihak Kedua




Lampiran 4: Contoh KAK

KERANGKA ACUAN
KERJA(KAK)
RENCANA KEGIATAN

KERJASAMA DI BIDANG ..........c.n.
TAHUN 20..

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 20..




KERANGKA ACUAN KERJA RENCANA

1i.

Il

Iv.

VL

KEGIATAN

Nama Satuan Kerja

Nama Program / Kegiatan
.............................. Tahun 20....7
Latar Belakang meliputi :
a. Dasar Hukum

1. e i
Y 4
3 Dst.

b. Gambaran Umum
- Deskripsikan latar belakang pentingnya Kerja Sama yang akan
dilakukan;
- Jelaskan dampak pelaksanaan Kerja Sama untuk ULM/unit
kerja;

c. Data/ Bahan Dukung Kegiatan

- Visi dan Mist.

- Dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran

- Daftar stakeholder terkait

- Naskah MOU

- Naskah Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditanda tangani

Maksud dan Tujuan Kegiatan :
a. Maksud kegiatan Penyelengaraan Kegiatan Kerja Sama....
b. Tujuan kegiatan Kerja Sama.....

Ruang Lingkup :
a ... ;

Metode Pelaksanaan Kegiatan :

a. Persiapan administrasi kegiatan, termasuk pengumpulan  dan
penyediaan data dan dokumen pendukung.

b. Penyusunan perencanaan kegiatan.

c. Mempelajari aspek regulasi dan kelembagaan dalam membuat
perjanjian kerjasama atau MOU

d. Mengadakan serangkaian koordinasi dan pertemuan konsultasi,
meeting ke pihak-pihak terkait.

e. Penvusunan draf perjanjian Kerja Sama

8




VII. Hasil / Keluaran Kegiatan:

cee ar e

VIII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
(dalam bentuk tabel)

IX. Biaya Yang Diperlukan
- Sebutkan nominal biaya Kerja Sama.

- Lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

20..

semase sas awe o0

Penanggung Jawab,



Lampiran 5: SOP Pengelolaan Kerja Sama

NOMOR SOP : SOP/04/UNS8/BPKH/KS/2022
TGL. PEMBUATAN : 1 AGUSTUS 2022

TGL. REVISI e i

TGL. EFEKTIF 7T 1L AGUSTUS 2022

DISAHKAN OLEH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, A ¥
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG! \

! Wakil Rektor bid: Perencanaan, Kerja sama

frot anul Arifin, M. Sc.
JiP'196707161992031002

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BIRO PERENCANAAN, KERJIA SAMA DAN
HUMAS

NAMA SOP

PENGELOLAN KERJA SAMA

Dasar Hukum:

Kil;liﬁkasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Tembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan T inggi (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomot $5336),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tabun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung
Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

5. Peratran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RT Nomeor 42 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan
ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Pergurnan Tinggi:

7. Pedoman Kerja Sarna Universitas Lambung Mangkurat , yang disusun oleh Biro
Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RT Nomor 42 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan
ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R Nomor 47 Tahun
2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat:

[

1. Memiliki kemampuan
pengolahan data;

2. Memahami mekanisme
pengelolaan kegiatan kerja
sama;

3. Memiliki kemampuan
computer dan pemanfaatan
aplikasi

10.Keputusan  Menteri  Riset, Teknologi  dan Pendidikan Tinggi Nomor
533/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rekior Universitas Lambung
Mangkurat Periode 2018-2022;
Keterkaitan: Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Penarikan Dana (Register); I. Data permohonan Kerja sama;
5 ) i .
2. SOPSIK; o 2. Buku agenda;
3. SOP Pelaporan Nota Kerja Sama: 3. Komputer, prinier.scanner;
4. Jaringan internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila Pengelolaan Kerja sama tidak dilakukan sesuai prosedur maka data-
data kegiatan kerja sama tidak tersedia scbagaimana mestinya

Data kerjasama rersimpan dalam aplikasi B
dan akan dilaporkan pada akhir fahun
berjalan di Subbag Kerja Sama




Prosedur Pengelolaan Kerja Sama:

Pelaksana Mutu Baku
AKTIVITAS Pimpina | SWIKS/ | Bag | roosts DOKUME
nunit | Operato | Keuwanga B;};(H WAKTU N/ Output
kerja r n CATATAN
Mengirim surat permintaan o 90 mnt | e Surat e Admin KS
nomor PKS ke Rektor melalui { permohon m_enerimaN
aplikasi, dengan mengisi data ; o ofif
sesuai menu ; e Draft PKS pen;x{ggonan
i no D
N
s i
k7 .
Memverifikasi permohonan B S—— 90 mnt | e Surat
dengan melakukan pengecekan t permohon
kelengkapan data B an;
' £ « Draft PKS | Pengusul
£ | § menerima
§ 4 Notif nomor
. . g m— C
Bagian Keuangan memberikan ¥ O\Pf]i\nsual akun
Nomor Virtual akun a e 90 mnt
Unit Kerja mengupload PKS ] 3
yang te?]ah (.ii tapda tangani 60 mnt | ® PKSvang P PKS .
melalui aplikasi L. sudah di lefllfflo?ld di
tanda aplikasi
tangani Dakresa
Staf KS/operator memverifikasi 90 mnt o PKS telah
data yang telah diupload. terup-load
Operator mengirim surat e
permohonan pencairan ke L 60 mnt | e Surat » Usulan
Rektor melalui aplikasi dengan | permohon | pencairan
mengupload dokumen “B“ 11\ )
® Bukti
transfer
dari mitra
Memverifikasi permohonan 60 mnt | & Datapada | Nomor
aplikasi Register

dengan melakukan verifikasi
kelengkapan data




Pelaksana ‘Mutu Baku
AKTIVITAS Pimpina | Staf KS/ Bag ¥ocal DOKUME
n unit Operato | Keuvanga BPl])(H WAKTU N/ Output
kerja r n CATATAN
e Dok PKS
? * Buki trf}
» Surat
permohion
E an
I
i
|
I , : o e Datadi e Data
Validasi Kepala BPKH - 60 mnt aplikasi tervalidasi
Velr(ml_(am dana Kerja Sama di 40 mnt | e Bukti trf | e Dana
Rekening Bendahara tersedia
Pengusul menyampaikan f— 30 mnt | e Berita e Berkas
dokumen pencairan i Acara usul
e P‘iﬂ]\?anaﬂ pencairan
! n Kgtn:
o Surat
; Penunjukan
3 Pelaksanaa
n Kegiatan
| o Kuitansi
o SPTIM;
thai 1 * %00 | e Datausal
Bagian Keuangan melakukan 1 e Dl | ata usu
; . s B | anag pencairan
verifikasi dan membuat i i n Kegitan:
dokumen pencairan (Penerbitan e * Surat
dan penandatangan SPP oleh ;, E:;:;\“‘;::j:
PPK dan SPM oleh PPSPM) | o Bgisan
Jg e Kuitansi
{ s SPTIM:
%
|
|
. ; - ) . se2p
Pencairan Dana Kerja Sama ; *w«s 180 mnt | © Dok SPP: : i
:~  SPM cand
| dikirim ke
[” rekening
. pelaksana
{ kerja
sama
20 mnt | Dok.SP2D | ® Arsip

Selesai




Lampiran 6: SOP Pelaporan Nota Kerja Sama

NOMOR SOP : SOP/05/UNS8/BPKH/KS/2022
TGL. PEMBUATAN 1 1 AGUSTUS 2022
TGL. REVISI - B
TGL. EFEKTIF 11 AﬁUéTUS 2022
o >
DISAHKAN OLEH ﬂy:’\qi‘a;w&ggorbid. Perencanaan, Kerja sama

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN,
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG!
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BIRO PERENCANAAN, KERIA SAMA DAN NAMA SOP ‘_
HUMAS \ AT . |
Dasar Hukum: =-Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisiem Pendidikan Nasional | 1 Memiliki kemampuan l
g;cz)l;l;aran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor peng olahar data;
it 2. Memahami mekanisme

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran ‘ .
Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Normor 5336). penge] olaan kegmtan kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sama,

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, 3. Memiliki kemampuan
Tambahan Lemb.aran Negara Nor}lor 5500): B o computer dan pemanfaatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung q .

Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 2071y, aphkaSI

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RT Nomor 42 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) vang telah dirubah dan
ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Perguruan Tinggi:

7. Pedoman Kerja Sama Universitas Lambimg Mangkurat . yang disusim oleh Biro
Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Tahun 2015;

& Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R Nomor 42 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telab dirubah dan
ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474):

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RT Nomor 47 Tahun
2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.

10.Keputusan  Menteri  Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
533/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas ~Lambung
Mangkurat Periode 2018-2022;

Keterkaitan: Peralatan dan Perlengkapan

L

SOP Pengelolaan Kerja Sama;
S0P SIK
SOP Pelaporan Nota Kerja Sama;

Data permohonan Kerja sama.
Bukn agenda:

Komputer, printer,scanner,
Jaringan internet

Wb
P W

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila Pelaporan Naskah Kerja sama tidak dilakukan, maka | Data PKS tersimpan dalam
data PKS tersebut tidak terdata, apabila PKS tersebut | aplikasi dan akan dilaporkan pada

bernominal maka proses penarikan dana manjadi terhambat akhir tahun berjalan di Subbag
Kerja Sama




SOP Pelaporan Nota Kerja Sama

Pelaksana Mutu Baku
AKTIVITAS Pimpinan Stafl DOKUMEN
unit kera KS/Operato WAKTU / ‘ Output
r CATATAN
Membuka aplikasi Dakersa (menu lapor - 60 menit | o Dokume
PKS), menginput data dan mengupload a2 PKS
dokumen PKS Iyl
{ {
. —
Menerima notifikasi Pelaporan PKS || _’( 30mnt | e Notif di
‘ E email
a4
Memverifikasi laporan PKS dengan 3
melakukan pengecekan kelengkapan - 60 mnt e Data
isian data L lengkap

Selesai




Lampiran 7: SOP Permintaan Pencairan Dana Kerja Sama

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN,
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG! AY

NOMOR SOP - SOP/06/UN&/BPKH/KS/2022

TGL. PEMBUATAN 1 1 AGUSTUS 2022 7
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN
HUMAS

NAMA SOP

d Firkpanul Avrifin, M. Sc.

5797161992031002

PENICAIRAN DANA KERJA
/SAMA

£

Dasar Hukum:

Y-hcuatifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071):

Peraturan Menteri Riset, Teknologi. dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan
ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Talwn 2018 Nomor 474);

Sama Perguruan Tinggi:

Pedoman Kerja Sama Universitas Lambung Mangkurat . yang disusun oleh Biro
Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Tahun 2015,

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Manglurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan
ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474):
Peraturan  Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun
2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;

1. Memiliki kemampuan
pengolahan data;

2. Memahami mekanisme
pengelolaan kegiatan kerja
sama;

3. Memiliki kemampuan

computer dan pemanfaatan
aplikasi

10.Keputusan Menteri Risei, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

533/M/KPT KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung

Mangkurat Periode 2018-2022; ]
Keterkaitan: Peralatan dan Perlengkapan
1' SEOP Penygelolaan Ketja Sama; 1. Data permohonan Kerja sama:
2. SOP SIK; . 2. Buku agenda.
3. SOP Pelaporan Nota Kerja Sama; 3. Komputer, printer,scanner;

4. Jaringan internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila Penarikan dana /register sama tidak dilakukan sesuai prosedur maka
proses penarikan manjadi tethambat

Data penarikan dana kerja sama tersimpaﬁ
dalam aplikasi dan akan dilaporkan pada
akhir tahun berjalan di Subbag Kerja Sama




SOP Permintaan Pencairan Dana Kerja Sama

Pelaksana Mutu Baku
AKTIVITAS Pimpin Staf Bag Kepala WAK- DOKUMEN | Output
an unit | Keu/Op | Kevang | BPKH TU /
kerja erator an ' CATATAN
Operator mengirim surat 60 mnt | e Surat Usulan
permohonan pencairan ke - permohon | Pencairan
Rektor melalui aplikasi dengan an,;
mengupload dokumen 4 * Bukti
transfer
dari mitra
= kerja sama
°
Memverifikasi permohonan - 60 mnt | e Data pada | ® Nomor
dengan melakukan pengecekan aplikasi register
kelengkapan data e Dok PKS
e Bukti trf;
e Surat
permohon
an
f""‘”"k"""% Dat
. i ‘| 30 mnt | ® Data di ol
Validasi Kepala BPKH L] aplikasi tervahd
] asi
n
|
; ; I . 1 40 mnt i
Verifikasi dana Kerja Sama di :ﬁ—J mnt | e Bukti Trf | e Dana_
Rekening Bendahara hpem—— tersedia
|
Pengusul menygmpaikan . 30mnt | ° F);eritfl Acara | | Barkac
dokumen pencairan g Pelaksanaan |
; Kgtn, sl
i ® Surat pencaid
Penunjukan n
| Pelaksanaan
‘ Kegiatan
o Kuitansi
' e SPTIM;
Bagian Keuangan melakukan ‘ r—— 1 hari e Berita Acara
verifikasi dan membuat —p——— Pelaksanaan | -
dokumen pencairan (Penerbitan N Kgto. ! lﬂ
d datangan SPP oleh ! . A il
an penan gai St OlC ; Penunjukan pencaira
PPK dan SPM oleh PP SPM) : Pelaksanaan n
! Kegiatan
i e Kuitansi
‘ o SPTIM:




Lampiran 8:
DIAGRAM ALUR MoU ULM

' 1. Inisiasi Kerja Sama
2. Penjajakan
terhadap calon mitra

3. Pembahasan
substansi MoU

4. Penyusunan draft
MoU

‘

5. Review draft oleh
WR IV Tidak
l : disepakati

6. Draft dikomunikasi-
kan dgn pihak mitra
-

v

|

Tidak

Disepakati

:

7. Rektor

|

Disetujui

v

7. Penandatanganan
MoU
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Lampiran 11: DIAGARAM ALUR MONITORING PELAKSANAAN KERJA
SAMA

ALUR MONITORING PELAKSANAAN
KERJA SAMA:

Mencermati naskah-naskah
Kerja Sama yang akan
dilakukan monitoring

Pelaksanaan monitoring Kerja Sama
difakukan oleh Tim ULM yang
meliputi antara lain: Jangka waktu
pelaksanaan, Jenis-jenis kegiatan
yang akan dilakukan, Personal atau
unit yang melakukan Kerja Sama
dengan mitra

Laporan hasil
monitoring Kerja Sama

__—__—,—-———-—J
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